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11\ll'i\'l I l(IWINCI 
l'IWVIN~1I ,IAMBI 

PEIMTlllV\N HUPATI 1mmNCI 
NOMOI{ 9 TAIIUN W~M 

TENl'ANO 

r ~ aun HAN tmt lJA ATM, PEIMTUl~AN IJUl'ATI ,mm NCI NOMOR 18 TAHUN 2023 
1 ENTJ\NO PhNJAH/\1{/\N t\NOClt\l{t\N l'l~ND/\l't\'f/\N DAN BEi.ANJA DAEFMH 

KAHUPATEN l<ltl{IN 'I TAI lUN ANOOAIMN 2024 

DENO/\N l{/\1 IMAT TUI 1/\N YANO MAI IA E8A 

BUPATI 1{1£1{1NCI, 
11. bnhwn Pcnjabnrnn APBD Tahun Anggaran 2024 Lelah 

ditetupkan dcngun Pcrnturun Buputi Kcrinci Nomor 18 Tahun 
2023 tcntung Pcnjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024; 

b. bahwa dalam rangka penyediaan anggaran tambahan 
penghasilan aparatur sipil negara dilingkungan Pernerintah 
Kabupaten Kerinci terkendala kekurangan dalam hal 
penganggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban 
kerja dan kondisi kerja di beberapa Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, sehingga dikwatirkan akan berdampak terhadap 
kinerja pegawai aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten 
Kerinci sesuai dengan amanat undang-undang bahwa 
Pemerintah wajib menjamin kesejahteraannya; 

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4 700 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam 

d. bahwa berdasarkan Serita Acara Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah Nomor 900/020/ba.tapd-2024 tanggal 1 April 2024 
tentang rapat pembahasan pergeseran anggaran tambahan 
penghasilan beban dan kondisi kerja dibeberapa SKPD 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci. 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan 
Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang­ 
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 
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. 
3. Undan ,-Unci(lflg Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 

Pcrnturnn Perundnng-undnngnn [Lembaran Negara Republik 
lndon 'sin Tnhun ?.O t 1 Nomor A2, Tnmhahan Lcmbaran 
Nc·gnrn f<c·puhlik Indnn aln Nomor 52:11), scbagnirnanu tclah 
diubnh h<'lwrnpn knll ternkhlr <lrnwu1 U1ul11nP,· Undnng Nomor 

13 Tnhun · 02' lc'11tm1,t Pc·rnhnh,111 Kerlun AfttR Undang­ 
Unclnn~ Nomor 1' tnhun ?.O 11 tr.11tnt1H I' nnbcntukan 
l't rnuu nn l't'l\llHl1111g·\llldn11w111 [Lernhurun N!!J\Orll r<r.puhlik 
lmlnrwsin T11ht1n 2022 Nomor I 1l;l, Tamlmhun Lcrnharan 
N1'p.iun Rcpuhlik Indonesln Nomor 600 I); 

4. Undung- ncinn~ Nomor 2, Tnhun 2014 ten tong Pcm rintahan 
l ncrnh [Lembnrnn Negnrn R puhlik lndon Rln Tahun 2014 
Nomor '.,M,~, Tnmbnhnn l.embnrnn Negnra Rcpuhlik lndon sia 
Nomor 55871 scbugniman« tclnh diubah bcbcrapa kali terakhir 
dcngun Undnng-Undung Nornor C) tahun 2015 tentang 
Pcrubnhnn Kcdun ntus Undung-Undang Nomor 23 Tahun 
-OH tcntung Pcmcrlntahnn Ducroh (Lcmbaran Negara 
Rcpublik lndoncsia Tuhun 2015 Nomor 58, Tarnbahan 
Lcmbaran Ncgnrn Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undnng-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Kcuangan Antara Pemcrintah Pusat dan Pernerintah 
Dnerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5657); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883); 

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ten tang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Stander Harga 
Satuan Regional [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 112); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 
120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional 
(berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah di rubah dengan 
Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Serita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 
Nomor 3), diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APSD Yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan. 

2. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan. 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN SUPATI KERINCI TENTANG PERUSAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 18 TAHUN 2023 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
SELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 
2024. 

Menetapkan 

1.4. P rnturan Mcnteri Dulum Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
t »itnng Klusifikusi, Kodcfikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pemhnngunnn dun Kcunngan Dacrah (Serita Negara Republik 
lnduncsin Tnhun 20 l < Nomor 1447); 

l S, I'crnturnn Mcnl iri Dnlnm Ncgcri Nomor 77 Tahun 2020 
tcntnng P domnn Teknls Pcmp .lolaan Kcuangan Daerah 
(ll irttn Ncgnrn Rcpubllk Indon slu Nomor I 78 L); 

\(,, Pcrnturnn Menter] Dnlum Ncgerl Nomor 78 Tahun 2020 
tcntnng P irubuhnn Alm~ Peraturan Mcnteri Dalam Negeri 
Nnmor 3fi Tnhun 2018 tcntnng Tata Cara Pcnghitunga.n, 
P mguuggurnu Dnlnm Anggarun Pendapatan dan Belanja 
On irnh, don Tntn Tcrtib Adrninlstrasi Pcngajuan, Pcnyaluran, 
dun Luporon Pertnnggungjawaban Penggunaan Bantuan 
r cunngnn Pnrtui Poli Uk [Bcrita Negara Rcpublik Indonesia 
Tnhun 2020 Nornor 1777); 

17. Peruturnn Menleri Dalarn Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tcntang Tatu Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
t ntung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepal~ Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2023 Nomor 6); 

21. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2023 Nomor 180; 
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BER1TA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 NOMOR : 9 

AL EFENDI 

Diundangkan di Siulak 
pada tanggal .3 1:1.~i!1. 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI, 

t_...../ 

Pj. OUl'ATI KERINCI, 

Dltctupknn di Siuluk, 
pndn tnnggnl .3 t1.ti!1. 2024 

. Pusnl II . . 
Pemtumn Bupati Kerinci ini mulni berlnku pmln t11ngg11I diundangkan, 
Agar sctinp ornng mcngt'lnhuinyn, nu'mcrnuuhknn pcny,unclnngan Pcraturan Bupati 
Kcrinci dengnn pcnempntnnnyn clnlnm llcl'itn Dncrnh. 


